
 
 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Anak 

a. Pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum 

 Secara umum, anak-anak didefinisikan sebagai seorang lelaki atau 

perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Sedangkan 

dimensi berkonflik dengan hukum berarti adanya tindakan-tindakan anak-anak 

yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan sah di 

Indonesia, sehingga dalam konteks ini dapat didefinisikan bahwa anak-anak yang 

berkonflik dengan hukum berarti anak-anak yang belum dewasa menurut hukum 

dan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum 

yang berlaku dan sah. Umumnya anak-anak yang berkonflik dengan hukum 

didefinisikan sebagai anak yang disangka, didakwa atau dinyatakan bersalah 

melanggar ketentuan hukum, atau seseorang anak yang diduga telah melakukan 

atau yang telah ditemukan melakukan suatu pelanggaran hukum.
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 Anak merupakan sesorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara 

pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terkait dalam suatu 

ikatan perkawinan lazimnya disebut sabagai suami istri. Anak yang dilahirkan 

dari suatu perkawinan yang sah statusnya disebut sebagai anak yang sah. Namun 

ada juga anak yang dilahirkan di luar dari suatu ikatan perkawinan, anak yang 

dilahirkan bukan dari suatu ikatan perkawinan yang sah statusnya biasanya 
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disebut sebagai anak tidak sah atau lebih konkritnya biasa disebut sebagai anak 

haram. 

 Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang 

belum dewasa (minderjarig / person under age), orang yang dibawah 

umur/keadaan dibawah umur (minderjarig heid / inferiority) atau biasa disebut 

juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (minderjarig under 

voordij). Pengertian anak itu sendiri jika di tinjau lebih lanjut dari segi usia 

kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan 

untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan 

untuk menentukan umur anak. Perbedaan pengertian anak tersebut dapat kita lihat 

pada setiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini. Misalnya 

pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak adalah seseorang yag belum mencapai umur 21 tahun dan 

belum pernah kawin.
2
  

 Pengertian anak pada pasal 1 Convention On The Rights of The Child, 

anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan 

hukum yang berlaku terhadap anak, kedwasaan telah diperoleh sebelumnya.
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 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 

18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih   

kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentinganya. 
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Pengertian tersebut hampir sama dengan pengertian anak yang terdapat 

didalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 

tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan. 

Namun didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang 

Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua 

puluh satu) tahun dan belum  pernah kawin. 

Pengertian anak didalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan 

bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-undang tersebut meliputi , suami, 

istri, dan anak. Jadi tidak ada batasan umur anak tersebut selagi anak tersebut 

masih menjadi lingkup rumah tangga maka ia disebut anak. 

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak membedakan Anak yang Berhadapan dengan 

Hukum dibagi dalam tiga kategori : 

a. Dalam Pasal 1 angka 3 Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang 

selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua 

belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang 

diduga melakukan tindak pidana. 

b. Dalam Pasal 1 angka 4 Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana 

yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang berumur 18 

(delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, 

dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. 



c. Dalam Pasal 1 angka 5 Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang 

selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 

(delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna 

kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang 

pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, 

dan/atau dialaminya sendiri. 

b. Pengertian Tindak Pidana Anak 

 Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jelas terkandung makna 

bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur : 

- Adanya perbuatan manusia 

- Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum 

- Adanya kesalahan 

- Orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan 
4
 

Namun terlalu extrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-

anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi 

kejiwaan yang labil, proses kemantapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif 

dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban 

umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan 

yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si 

pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan. Ada 

beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, 

yaitu : 
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2. Faktor lingkungan 

3. Faktor ekonomi/ sosial 

4. Faktor psikologis
5
 

Juvenile Deliquency yaitu prilaku / dursila, atau kejahatan / kenakalan 

anak-anak, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak yang 

disebabkan oleh suatu bentuk  pengabaian sosial sehingga mereka ia 

mengembangkam bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.
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Sedangkan Juvenile Deliquency menurut Romli Atmasasmita adalah : 

setiap pernuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan 

belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang 

berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang 

bersangkutan.
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2. Tinjauan Umum Tindakan Edukatif terhadap anak 

a. Pengertian Tindakan Edukatif 

 Sehubungan dengan pengertian pemidanaan terlihat adanya perkembangan 

sanksi ini didalam hukum pidana berupa tindakan. Di Indonesia tindakan ini 

diterapkan dalam hal-hal tertentu dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam 

undang-undang disamping pidana secara sengaja diterapkan sebagi penderitiaan. 

Tindakan-tindakan ini tidak dimaksudkan untuk menerapkan penderitaan 
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melainkan bermaksud untuk memperbaiki, menyembuhkan dan mendidik orang-

orang tertentu, guna melindungi masyarakat. 
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 Menurut Johannes Andenaes  

menyatakan bahwa pengertian tindakan mempunyai arti ganda. Bagi 

sebagian pembaharu hal ini mempunyai arti penerapan keterampilan teknis 

dari ahli-ahli psikiatri, psikologi dan aparat pembinaan yang lain dalam 

menangani penyakit yang menyangkut kepribadian sebagai kebalikan dari 

metode pidana yang tradisonal. Pembaharu yang lain menafsirkan 

tindakan secara luas sebagai metode-metode yang digunakan dalam tata 

kerja penjara yang lebih tradisional dengan perampasan kemerdekaan dan 

latihan kerja sebagai komponen utama.
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 Hal ini seperti dikemukakan oleh Haskell dan Yablonsky bahwa dalam 

peraturan perundang-undangan pada masa kini anak delinkuen dibedakan dengan 

pelaku tindak pidana dewasa atas dasar beberapa faktor, yaitu : 

1. Dibedakan oleh umur, biasanya 18 tahun 

2. Anak delinkuen biasanya dipertimbangkan sebagai kurang dapat 

dipertanggung jawabkan atas tindakanya 

3. Dalam menangani anak delinkuen, titik beratnya adalah pada kepribadian 

anak adalah faktor-faktor yang merupakan motivasi terhadap tindakan 

pelanggaranya 

4. Tindakan atau pembinaan terhadap anak delinkuen lebih diarahkan kepada 

program yang bersifat terapi dari pada penghukuman 

5. Meskipun terdapat perubahan, tetapi proses peradilan anak mempunyai 

kecenderungan untuk kurang menitik-beratkan pada aspek hukumnya, dan 

prosedurnya dalam pengadilan lebih bersifat informal dan individu.
10

 

 

Pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak ada 

perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan 

melalui : 
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a. Perlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan 

sesuai dengan umumnya; 

b. Pemisahan dari orang dewasa; 

c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; 

d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional; 

e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain 

yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat dan 

derajat; 

f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati atau pidana seumur 

hidup; 

g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara, kecuali 

sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; 

h. Pemberian keadialan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak 

memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; 

i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya; 

j. Pemberian pendampingan Orang tua/Wali dan orang yang 

dipercaya oleh Anak; 

k. Pemberian advokasi sosial; 

l. Pemberian kehidupan pribadi; 

m. Pemberian aksebilitas, terutama bagi Anak Penyandang 

Disabilitas; 

n. Memperoleh pendidikan; 

o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan 



p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undagan. 

Tindakan edukatif digunakan sebagai salah satu bentuk sistem tindakan 

edukatif yang ada sekarang ini. Dengan lebih memperhatikan hak-hak dan 

kewajiban anak, dan memberikan mereka dalam suatu tindakan yang dapat 

memajukan atau mengembangkan si anak. Tindakan tersebut diberikan dengan 

cara menempatkan mereka pada lembaga-lembaga perawatan atau pembinaan dan 

bimbingan yang tidak hanya memberikan pendidikan dan latihan kerja namun 

lembaga-lembaga kerohanian yang dapat memberikan perbaikan moral dan 

spiritual, sehingga perbaikan secara mental dapat lebih mudah dilaksanakan. 

b. Batasan Usia Penindakan Anak 

 Dalam hal penindakan anak ada batasan usia minimal dan maksimal anak 

tersebut dapat dijatuhi tindakan. Batas usia anak adalah pengelompokan usia 

maksimal seabagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak 

tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum 

yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan 

tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh anak itu.
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 Pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak menegaskan tentang batas usia anak bahwa : 

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 

(delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang 
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bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum 

mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak. 

 Namun pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa : 

(1) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau 

diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, 

dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk : 

a. Menyerahkan kembali kepada orang tua/ Wali; atau 

b. Mengikutsertakanya dalam program pendidikan, pembinaan, dan 

pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang 

menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun 

daerah, paling lama 6 (enam) bulan. 

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan 

untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari. 

(3) Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program 

pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b. 

(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anak 

diniliai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan 

lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat 

diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan. 



(5) Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara 

berkala setiap bulan. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan 

keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Pengelompokan anak berdasarkan pertimbangan umur sangat penting, 

mengingat pada tiap tingkatan usia anak berbeda dalam tingkat kematangan anak 

dalam berpikir sehingga akan berbeda cara memperlakukan anak tersebut. Yang 

terpenting seseorang tergolong dalam usia anak dalam batas bawah usia seorang 

anak, yaitu 0 (nol) tahun batas penuntutan 8 (delapan) tahun sampai dengan batas 

atas 18 tahun dan belum pernah kawin. Pengelompokan ini, dimaksud untuk 

mengenal secara pasti faktor-faktor yang menjadi sebab-sebab terjadinya 

tanggung jawab anak dalam hal-hal berikut ini : 

1. Kewenangan bertanggung jawab terhadap anak. 

2. Kemampuan untuk melakukan peristiwa hukum. 

3. Pelayanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana. 

4. Pengelompokan proses pemeliharaan. 

5. Pembinaan yang efektif.
 12

 

Batasan dari segi usia akan sangat berpengaruh pada kepentingan hukum 

anak yang bersangkutan. Pertanggungjawaban pidana anak diukur dari tingkat 

kesesuaian antara kematangan moral dan kewajiban anak dengan kenakalan yang 

                                                             
12

 Ibid, Hal. 26. 



dilakukan anak, keadaan kondisi fisik, mental dan sosial anak menjadi perhatian. 

Adanya batasan usia dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi anak, 

karena anak merupakan sumber daya manusia dan menjadi generasi penerus 

bangsa.
13

 

c. Hak-Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum 

 Pengertian hak yaitu kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada 

seseorang (atau badan hukum) karena perhubungan hukum dengan orang lain 

(badan hukum lain).
14

 

  Hak-hak anak merupakan salah satu hal terpenting yang tidak boleh 

dilupakan, karena merupakan suatu bentuk sisi pendektan untuk melindungi anak-

anak dari masalah hukum. Hak anak itu mempunyai kedudukan yang sama 

dengan manusia lain atau subjek hukum lainya. Hak anak adalah sesuatu 

kehendakyang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (macht) yang 

diberikan oleh sistem hukum / tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.
15

 

 Secara khusus perlindungan dan hak anak yang berkonflik dengan hukum 

ada didalam Pasal 66 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 66 ayat (1) berbunyi 

”setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau 

penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”. Pada ayat (2) berbunyi “hukuman 

mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak 

pidana yang masih anak”. Pada ayat (3) berbunyi “setiap anak berhak untuk tidak 
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dirampas kebebasanya secara melawan hukum”. Pada ayat (4) berbunyi 

“penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai 

dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya 

terakhir”. Pada ayat (5) berbunyi “ setiap anak yang dirampas kebebasanya berhak 

mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan 

pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang 

dewasa, kecuali demi kepentinganya”. Pada ayat (6) berbunyi “setiap anak yang 

dirampas kebebasanya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainya 

secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku”. Pada ayat (7) 

berbunyi “setiap anak yang dirampas kebebasanya berhak untuk membela diri dan 

memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak 

dalam sidang yang tertutup untuk umum”. 

 Pengaturan lain terhadap perlindungan hak-hak anak tercantum dalam 

berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain : 

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak. 

2. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. 

Pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) TANGGAL 20 

November 1959 

Kategori hak-hak pokok anak menurut Konvensi Hak Anak 1989 

diantaranya: 

1. Hak kelangsungan hidup (survival rights) 



Yakni hak untuk menikmati kelangsungan hidup, termasuk hak 

memperoleh perlindungan dan perhatian baik sebelum maupun sesudah 

kelahiran. 

2. Hak tumbuh kembang (development rights) 

Yakni hak secara penuh untuk mengembangkan potensi diri, termasuk hak 

untuk bermain, hak untuk memperoleh pendidikan, ketenangan dan 

istirahat serta berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan. 

3. Hak memperoleh perlindungan ( protection rights) 

Yakni perlindungan dari segala hal yang dapat mengganggu 

perkembangannya baik secara fisiologis, psikologis maupun social. Dan 

hal ini berlaku bagi semua anak tanpa pembedaan. 

4. Hak untuk berpartisipasi (participation rights) 

Yakni kesempatan berpartisipasi dalam keluarga, kebudayaan dan 

kehidupan social dengan mengacu pada kebebasan berekspresi, 

mengeluarkan pendapat, akses informasi dan perlunya mengembangkan 

ide-ide anak. 

 Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil 

interaksi yang saling terkait dan mempengaruhi dengan yang lainya. Aspek 

mental, fisik, sosial, dan ekonomi merupakan faktor yang harus ikut diperhatikan 

dalam mengembangkan hak-hak anak. Untuk mendapatkan suatu keadilan 

diperlukan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Demikian juga 

halnya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak 



pidana perlu mendapatkan bantuan serta perlindungan hukum agar tercapai suatu 

keadilan yang diharpkan. 

Arif Gosita, berpendapat ada beberapa hak-hak anak yang perlu 

diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaanya bersama-sama yaitu : 

a. Sebelum persidangan : 

1. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah; 

2. Hak untuk mendapat perlindungan terhadap tindakan-tindakan 

yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial 

dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat 

penahanan misalnya); 

3. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasehat dalam rangka 

mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang 

akan datang dengan prodeo; 

4. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar 

pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang 

berwajib). 

b. Selama persidangan : 

1. Mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan 

kasusnya; 

2. Hak mendapatkan pendamping, penasehat selama persidangan; 

3. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar 

persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan 

kesehatan); 

4.  yang merugikan, menimbukan penderitaan mental, fisik, sosial 

(berbagai macam ancaman, penganiayaan, cara dan tempat 

penahanan misalnya). 

5. Hak untuk menyatakan pendapat. 

6. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang 

menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut 

ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang 

atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau badan hukum 

yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP 

(pasal 1 ayat22). 

7. Hak untuk mendaptkan perlakuan pembinaan/ penghukuman 

yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai 

manusia seutuhnya. 

8. Hak akan persidangan tertutup demi kepentinganya. 

c. Setalah persidangan : 

1. Hak untuk mendaptkan pembinaan atau penghukuman yang 

manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan ide 

mengenai pemasyarakatan. 

2. Hak mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan  

yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial 



dari siapa saja (berbagai macam ancaman, penganiayaan, 

pembunuhan misalnya). 

3. Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, 

keluarganya.
16

 

 

  Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan 

masyarakat. Hal ini juga merupakan suatu perwujudan adanya keadilan dalam 

suatu masyarakat, sehingga dalam melakukan perlindungan terhadap anak hak-

hak anak benar-benar perlu diperhatikan. Kepastian hukum perlu diusahakan demi 

kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang 

membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan 

anak. 
17

 

 Anak merupakan golongan yang rawan dan dependent sehingga dalam 

perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut pengaturan dalam 

peraturan perundang-undangan. Faktor pendukung dalam usaha pengembangan 

hak-hak anak dalam peradilan pidana adalah : 

1. Dasar pemikiran yang mendukung Pancasila, Undang-Undang Dasar 

1945, ajaran agama, nilai-nilai sosial yang positif mengenai anak, norma-

norma (deklarasi hak-hak anak, Undang-Undang Kesejahteraan Anak). 

2. Berkembangnya kesadaran bahwa permasalahan anak adalah 

permasalahan nasional yang harus ditangani sendiri mungkin secara 

bersama-sama, intersektoral, interdisipliner, interdepartemental. 

3. Penyuluhan, pembinaan, pendidikan dan pengajaran mengenai anak 

termasuk pengembangan mata kuliah Hukum Perlindungan Anak, usaha-
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usaha perlindungan anak, meningkatkan perhatian terhadap kepentingan 

anak. 

4. Pemerintah bersama-sama masyarakat memperluas usaha-usaha nyata 

dalam menyediakan fasilitas bagi perlindungan anak.
 18

 

Beberapa faktor penghambat dalam usaha pengembangan hak-hak anak 

dalam peradilan pidana, adalah : 

1. Kurang adanya pengertian yang tepat mengenai usaha pembinaan, 

pengawasan dan pencegahan yang merupakan perwujudan usaha-usaha 

perlindungan anak. 

2. Kurangnya keyakinan hukum bahwa permasalahan anak merupakan 

suatu permasalahan nasional yang harus ditangani bersama karena 

merupakan tanggung jawab nasional.
19

 

Selanjutnya pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang 

Kesejahteraan Anak merumuskan hak-hak anak sebagai berikut : 

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan 

berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam 

asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. 

2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan dan kehidupan 

sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk 

menjadi warganegara yang baik dan berguna. 

3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam 

kandungan maupun sesudah dilahirkan. 
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4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat 

membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembanganya 

dengan wajar. 

Namun didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu setiap Anak dalam proses peradilan pidana 

berhak:  

a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan 

sesuai dengan umumnya; 

b. Dipisahkan dari orang dewasa; 

c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; 

d. Melakukan kegiatan rekreasional; 

e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang 

kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; 

f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; 

g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya 

terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; 

h. Memperoleh keadialan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak 

memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; 

i. Tidak dipublikasikan identitasnya; 

j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang 

dipercaya oleh Anak; 

k. Memperoleh advokasi sosial; 

l. Memperoleh kehidupan pribadi; 



m. Memperoleh aksebilitas, terutama bagi anak cacat; 

n. Memperoleh pendidikan; 

o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan 

p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undagan. 

Perlindungan hukum terhadap anak perlu mendapat perhatian yang serius. 

Perlindungan hukum, dalam hal ini mengandung pengertian perlidungan anak 

berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (yang mengatur tentang Peradilan 

Pidana Anak), baik sebagai tersangka, terdakwa, terpidana/narapidana.
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